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ABSTRAK

Pengendalian pasar yang memperhatikan kondisi masyarakaty, dalam praktek
perekonomian bidang kebijakan fiscal, Indonesia mengartikulasikan dalam bentuk kebijakan
pengeluaran dan kebijakan pendapatan yang dimanifestasikan dalam bentuk Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif
analitik, dengan menggunakan pendekatan normative. Data-data yang diperoleh dari berbagai
macam sumber akan dianalisis melalui metode induktif.

Kebijakan fiscal di Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu pendapatan dan
pengeluaran. Pendapatan diperoleh dari pajak, non pajak, bantuan dan atau pinjaman asing,
dan zakat. Sedang pengeluaran terdiri dari dua bidang yaitu pengeluaran rutin (gaji pegawai,
pensiunan dll) dan pengeluaran untuk kepentingan pembangunan (pendidikan, pertanian, dll).
Kebijakan fiscal dalam perspektif ekonomi Islam pada prinsipnya semua kebijakan yang
dilakukan oleh penyelenggara negara adalah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Hasil
dari pendapatannegara harus didistribusikan pada jalur yang sesuai dengan anggaran
pengeluaran. Pendapatan negara akan sedikit menurun dengan adanya pembayaran zakat oleh
umat Islam, namun hal ini tidak akan menyebabkan deficit anggaran.

Key word: kebijakan fiscal, Ekonomi Islam, Indonesia
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1. Konsonan

No | Huruf Arab Nama - ~Huruf Keterangan
Latin
1 | alif - tidak dilambangkan
2 - ba’ b be
3 ) 1a’ ' ( te
4 & Sa’ 5 es (denpan tutik Ji atas)
5 g jim j e
6 z ha’ - h ha (dengan tuk di bawah)
7 & kha’ kh ka dan ha
8 < dal d de
9 kY zal 3 zet (dengan titik di alas)--
10 0 ra’ , r er
11 ) zal z zet
12 M sin 5 s
13 s -syin | sy es dan ye
14 Ua sad $ es (dengan titik di bawah)
15 Ui dad | d de (dengan titik di bawah)
16 L ta’ t te (dengan titik di bawah)
17 L za’ | Z | zet (dcngan titik di bawah)
18 ¢ ‘ain . koma terbalik (di atas)
L L




19 t gain | ‘ g T ge
20 2 fa” - f ef
21 83 qaf q ki
22 Sl kaf . K ka
23 J lam t - el
24 e mim m em
25 O ©onun oo en
26 3 wawu W _ we
27 b ha’ h ~ ha
28 e ' hamzah — - z'\poslrol'
29 s - ya’ Sy | ye

2. Konsonan rangkap karena s_v-adclah ditulis rangkap
Cpealia ditulis muta’aqqidain
83 ditulis ‘iddah
3. Ta’ marbutah diakhir kata
a. bila mati atau mendapat hark.at _sukun, dituiis h
438 ditulis hibah
43 ditulis jizyah |
E. blila diikuti oleh Kata yang’ mngguuakan kata sandang al scrta
bacaan kcdua kata itu terpisah, ditulis h
JUlaY) 4z s ) ditulis raudah al-atfal
5y siall Ahaall ditulis al-Madinah al-Munawwarah
4. Vokal pendek

7 (fathah) ditulis a
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__ (kasrah) ditulis i |
P
3 (dammabh) ditulis u
5. Vokal panjang
a. Fathah + alif ditulis @
&lala ditulis jahiliyyah
b. Fathah + ya’ mati ditulis a
s> ditulis yas'a
c. Kasrah + ya’ mati ditulis
s ditulis majid
d. Dammah + wau mati ditulis &
U2 A ditulis furud
6. Vokal rangkap
a. Fathah + ya’ mati ditulis ai
AStiuditulis bainakum
b. Fathah + wau mati ditulis au
J 8 ditulis qaul
7. Vokal-vokal yang‘bcrurutan dalam satu kata, dipiéah kanldcngan'
apostrof

(53” ditulis a’antum

ﬁ:‘_)sl-'"-' ON ditutis lntin syahurtum

8. Katasandang alif + lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah; ditulis al-
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sl ditulis al-Qur'an
o8l dirutis al-Qiyﬁs
b, bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dcngun menggandakan - huruf
syamsiyyah yang mengikutinyva sctlta menghilangkan hurul al-nya
GL@J\ ditulis as-sama’ |
osall ditulis asy-syams - |
9. Hurufbesar |

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini hﬁruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
.yang berlaku dalam EYD, di aﬁtaranya huruf‘ kapitlal digunakan ‘untuk
menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului olenh kata sandgng,. maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri terseb_ut, bukan huruf awal kata sandimg.

d_s*-“_) WY dana Lo g ditulis Wa mi Muhummadun illa ar-rasul
10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut pengucupe_mnya atau penyusunannya,

w8 5 6d ditulis zowi ol-furid -

Al dM ditulis ahfu us-sunnah
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak memisahkan kehidupan manusia menjadi dua bagian, tubuh dan
roh. Islam melihat kehidupan sebagai satu kesatuan, bahkan setelah kehidupan di
dunia int atau akhirat. Kehadiran Islam bukan untuk diingkari melainkan untuk
dipatuhi. Islam tidak mempercayai kehidupan yang hanya berorientasi pada
akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi, ataupun sebaliknya hanya
memikirkan materi tanpa memikirkan dunia akhirat.” Kemakmuran di dunia
merupakan pemberian Allah Swt, dan manusia akan dapat mencapai
keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan
dapat memberikan keuntungan bagi orang lain.

Dalam sejarah permulaan lslam di Makkah, bahkan sebetum terbentuknya
masyarakat muslim di Madinah, ayat-ayat al-Qur'an sudah mepampilkan
pandangan Islam mengenai hubungan antara agama dan keimanan terhadap
adanya Allah dan Hari Kiamat, di satu pihak, dan perilaku ekonomi dan sistem _
ckonomi, di lain pihak.® Hal ini bisa dilihat dari upaya Nabi Muhammad pada
masa hijral dari Makkah ke Madinah, stroktur yang dibangun oleh Nabi setelah
menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional adalah merubah sistem

¢konomi dan keuangan negara, sesuai dengan ketentuan al-Quran. Perubahan

D Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemifiran Fkonomi Islam, edisi 1, cet, 1, (Jakarta:
IHT, 2001), him. 23,

3 Monzer Kahf, Ekonomi Islam, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3.



sisten chonomi terselnl dilﬂkukf.m karcna ada beberapa kclunpagan Chonom:
vang terjadi dalam konteks masyarakat Madinah, oleh karena itu Nabi kemudian
membangun sistam ekonomi yang sesual dengan ajaran syan’at lslam.

Pada masa awal pemerinishan Rasulullah, pendapatan dan pengeluaran
hampir didek ada, schinppa Rasujulleh sclan schagar kepala ocpma jupa
pemimpin di bidang hukum, qadi besar, mufti, pemimpin dan penanggung jawab
dart kessiuruhan adminisirasi Nabi tidak mendapat gaji‘upah sedikitpun dan
negara ataupun masyarakat, kecuall ha&im kecil yang wmummnya berupa bzhan
rakanan.”! Siuasi ini berubah sclchal: turunnva sural al-Anfal {rampasan porang)

pada saat perang Badar dan masalah harta rampasan perang pada tahun kedua

oy oSty ladly G gy Jpu Uy amis & 06 s b on e Ul Vpdety
IS e By Olxadd oy OB ¢y Uk e Wil Ly B qae (287 0 Jord

4) P f"gs";’"

Pada tahun ke dua setelah hijrah sadagah fitrah diwajibkan. Sadagah yang
juga c'ii‘.-.cn:—‘ai.ﬁ_cl'mgni wakat fileal ini diwigibkan sciap balan pussa Ramadban
yang besarnya adalah sam sha” kurma, gandum, tepung keju atau kismis, atau
setengah sho gandum umink fHap musiim_.. pudak arau merdeka, laki-lak: atau

© perempuan, muda atau tua, dan dibayar sebelum shalat id. Sampai tahun keenipat

 Adiwarman AZwar Kavit, Sepsrcdi Femikeran Exonam Islam, W, 23,
# Al-Anfal (8) : 41.

3 Suatu ukuran vang sam:i dengan delapan pertiga kilogram (2 2/3 kg 3.
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seang-orang yang dilindungi dan 2.5 % bagi mostim %

Qs fymydarmarie?  pbovsint Tals eyt barmrboa varikos!
2ECHTY DULNGHIMONGL, CRONCINL AN INOOMINYHD  ReEGISE Velds:-

norisontal, artinya bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah

vang ada ssdmgkan manusia merupaian

khatifah Allah di bumi dan bukan morupakan pemilik yang schenamya, karcna
aemnua yang dimilily dan didapatkan oleh munusiz adalab atas seizn Allah) oleh
lkarena 1tu wmat manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian

kekavaan vang dimilild saudara-ssuderenya vang lebih berunmupg melahu

mekanisme yang ditentukan oleh suatu sistem ekonomi.

& Adivarman Azwar Karim, Safarah Penikiran Bl Ik, hlim, 32,



Dalam menjalankan aktifitas ekonomi, manusia mempunyai etika dan
norma yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip Islam yaitu : Perfama,
kewajiban untuk memutar kekayaan serta larangan menumpuk kekayaan secara
terus-menerus. Kedua, menghilangkan eksploitasi ekonomi dalam segala
bentuknya dan menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam
perekonomian dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah
kematiannya kepada para ahli warisnya, dan ketiga, menetapkan kewajiban yang
sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota
masyarakat yang kurang mampu.”

Dari prinsip-prinsip dasar [slam tentang ekonomi tersebut, pada beberapa
negara lslam dicoba penerapannya dalam aktifitas perekonomian, termasuk di
dalamnya adalah kebijakan fiskal sehingga akan jelas bahwa ajaran syari’at Islam
dapat diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan sosial.”

Dalam konteks Indonesia yang mempunyai penduduk dengan mayoritas
beragama lslam, tentunya ada beberapa model sistem ekonomi yang dijalankan
oleh negara dengan pertimbangan mayoritas tersebut misalnya yang berkaitan
dengan kebijakan fiskal, moneter maupun keuangan. Namun demikian, Indonesia \
bukan merupakan negara yang berbasis ideclogi Islam, tetapl negara yang

berdasar kebangsaan, sehingga menjadi konsekuensi logis dari hal mi adalah

" Ibid, hlm. 26-28.

% Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerinlah unluk membelanjakan
pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal tersebut mempunyai
dua instrumen, Pertama, kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua,
kebijakan belanja Kedua instrumen itu akan tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja
negara ( APBN).



penerapan-penerapan sistem yang tetap mengakomodasi kepentingan nasional,
sesuai dengan paradigma negara-bangsa (nation-state).”?

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem eckonomi dengan
bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali seraya péda saat yang sama
ckses free fight dalam mekanisme itu dapat dicegah dan nasib kelompok miskin
dalam suat1 negara tidak diabaikan.'” Dengan perkataan lain, mekanisme pasar
merupakan tujuan utama yang hendak dicapai, sementara kendali diperlukan
untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan akumulasi sumber-sumber ekonomi
yang dapat menggagalkan berlangsungnya mekanisme tersebut.

Sementara itu nasib 40 % penduduk miskin yang hidup di bawah kondisi
kemiskinan absolut tidakiah diserahkan pada mekanisme pasar itu. Oleh karena
itulah, berbagai kebijaksanaan seperti anggaran, khususnya program-program
pemerataan, terus-menerus perlu ditingkatkan dan diperbaiki kadar efisiensi dan :
efektifitasnya. Bahkan kebijaksanaan anggaran dan perkreditan perlu diarahkan
agar kebutuhan pokok, terutama pangan, tetap terjangkau bagi golongan yang
kurang mampu.'"

Dari orientasi ekonomi tersebut vyaitu pengendalian pasar yang
memperbatikan kondisi masyarakat, dalam praktek pereckonomian bidang

kebijakan fiskal, Indonesia mengartikulasikan dalam. bentuk kebijakan

9 Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, (Bandung: Pustaka, 1983),
him. 26.

19 Siehrir, Kebijakan Negara Mengantisipasi Masa Depan, (Jakarta: Yayasan Obor,
1994), him. 211.
i
D ppid.



pengeluaran dan kebijakan pendapatan yang dimanifestasikan dalam bentuk
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai negara berkembang, Indonesia yang sedang membangun, peranan

pemerintah sangat besar karena memerlukan dana yang besar pula sebagal

tabungan pemerintah. Untuk meningkatkan tabungan pemerintah (publik saving
yang sebagian terbesar bersumber pada pajak, berarti ada penin_gkatan penerimaan
pajak. Pajak memiliki sasaran kemandirian dalam persoalan pembangunan
nasional. Selain dari sektor pajak, penerimaan negara juga berasal dari
penerimaan‘non pajak, hutang luar negeri, serta dari pembayaran zakat.

Salgh satu sarana utama kebijaksanaan anggaran belanja negara adalah
peningkatan proporsi pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan sumber-
sumber penerimaan dalam negeri. Unsur domestik dalamn anggaran pembangunan
merupakan bentuk kebijaksanaan yang menckankan pada pendapatan dalam
negeri yaitu sumber-sumber yang tidak berasal dari bantuan luar negeri.'®

Proporsi pembangunan yang mengandalkan unsur domestk ini
menimbulkan implikasi yang cukup Iuas bagi perekonomian masyarakat. Hal ini
disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengeluaran yang berasal dari masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan pemasukan negara dalam program pembangunan
yang direncanakan. Sementara itu, ketika negara menempatkan pemasukan dari
bantuan luar negeri pada proporsi yang lebih besar, tidak terlalu signifikan dalam
pembangunan ekonomi bahkan justeru akan menimbulkan gejolak ekonomi dalam

masyarakat.

12 Baca Anne Booth dan Peter Mc Cawley, Ekonomi Orde Baru, alih bahasa, Boediono,
cet. 5, (Jakarta; LP3ES, 1990), him. 189



B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang pentingiuntuk
dijadiican sebagai bahan kajian yang secara sistematis dirumuskan dalam agenda
permasalahan, yaitu :

Bagaimana pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia dalam perspektif

Ekonomi Islam 7.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan penelitian ini penelitian ini adalah :
Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan fiskal Indonesia dalam

-

perspektif ekonomi Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Membgrikan wacana yang lebih komprehensip tentang praktik-praktik
ckonomi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya
pengembangan dalam bidang ekonomi Islam. |

2. Menambah pemahaman téntang lélmn dan prinsip-prinsip hukum Islam

kaitannya dengan bidang ekonomi.




D. Telaah Pustaka

| Irfan Mahmud Ra’ana dalam bukunya yang berjudul: Sistem Kkonomi
Pemerintahan Umar Bin Khattab, membicarakan berbagai bentuk sumber-
sumber pendapatan pada masa khalifah Umar Bin Khattab. Bahwa khalifah Umar
mengambil kebjjaksanaan yang jelas di bidang perpajakan dalam usahanya
menghimpun dana bagi negara. Pemerintahan Umar memberlakukan
kebijaksanaan fiskal yang sederhana dibanding dengan sistem perpajakan yang
dilakukan oleh beberapa nepara di sekitar Arab seperti Romawi Timur dan
Babylonia yang terlalu membebani masyarakat yaitu dengan mengandalkan
sistem pajak tunggal. Praktis dengan pajak tunggal hanya tefdapat satu beban
pajak bagi penduduk desa yang dikenal dengan zakat, serta pajak .atas tanah.
Namun pengenaan pajak dan hasilnya berbeda menurut klasifikasi ténah yang ada;
pembedaan itu dikenal dengan istilah usyr dan kharéi."“ Kemudian menjelaskan
juga bahwa dalam lslam tidak dikenal adanya pajak pengecualian, dan tanf
perpajakan berlaku bagi setiap warga tanpa perbedaan.

Dalam literatur Islam lain yaﬁg membahas mengenai sumber-;s,urnber
pendapatan negara, para penulisnya baru sebatas membicarakan sumb‘er—sumb‘er
pendapatan yang pemah ada dalam lslam, seperti Jbnu Taymiyah ményatakan
bahwa harta pemerintah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pada

pokoknya ada tiga macam yaitu; ganimah, sadaqgah, dan fai 19

3 Irfan Mahmud Ra’ana__‘ Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, alih bahasa,
Mansuruddin Djoely, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), him. 70-71.

") Ibnu Taymiyyah, As-Siyasah Asy-Syar iyyah fi Islahi ar-Ra’l wa ar-Ra’iyyah, cet. 2
{Mesir: Dar al-Khatib al-Garbi, 1969), him, 32.



Buku lain yang membahas tentang pendapatan negara adalah: Siyasah
Maliyah, karya Zarkasyi Abdussalam yang menyatakan pendapatan negara dalam
Islam bersumber pada beberapa pendapatan yaitu; zakat, jizyah, kharaj,fai,
ganimah, dan sadagah.'

Abdul Mannan dalam bukunya: Teori dan Praktik Ekonomi Islam,
membicarakan kebijakan fiskal di negara-negara Islam secara umum yaitu tentang
kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran serta anggaran belanja modem.
Bahwa dalam kebijakan pengeluaran, Zakat yang dikeluarkan oleh setiap warga
diperuntukkan bagi kesejahteraan bagi orang-orang miskin dan tidak hanya
terbatas bagi yang muslim, tetapi juga bagi non-Muslim. Al-Qur'an telah
menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan
berimbang di antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, Islam
tidaklah mengakumulasi kekayaan, tetapi menganjurkan untuk lebih banyak
melakukan pengeluaran guna kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.m)
Dalam kebijakan pemasukan, bahwa terdapat elastisitas yang besar dalam sistem
keuangan negara dan perpajakan Islam. Hal ini disebabkan, karena al-Quran
tidak menyebutkan tentang biaya yang dikenakan pada berbagai milik kaum
muslimin dan juga karena sejarah dini administ_rasi keuangan Islam itu sendiri.
Sejauh mengenai keuangan administrasi, dapat dilihat evolusi secara berangsur-
angsar, mulai dengan bujukan dan anjuran sampai pada memberlakukan

kewajiban dan tugas yang dilaksanakan dengan segala kekuasaan yang dapat

1) Zarkasyi Abdussalam, Siydsah Maliyah (Yogyakarta: tnp, 1980), him, 2,

1) M. Abdul Mannan, Teori dan Prakiek Ekonomi Istam, alih bahasa, M. Nastangin
(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), Him. 231-232.
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dimiliki masyarakat. Pada masa awal Nabi bermukim di Madinah, Nabi
menetapkan ketentuan terinci penerimaan Zakat dan Sadaqah yang sebenarnya
merupakan saluran seluruh pendapatan negara sejauh yang dikumpulkan dari |
warga muslimin '”
Sementara itu Adiwarman Azwar Karim dalam bukunya, Sejarah
Pemikiran Lkonomi Islam, membahas mengenai sistem ekonomi dan pelaksanaan
kebijakan fiskal pada masa awal Islam yaitu pada masa Rasulullah dan masa al-
Khulafa' ar- Rasyidun. Pada masa Rasulullah, Islam mengakui kepemilikan
pribadi dan adanya persamaan hak mendapatkan kepemiﬁkan, kekayaan,
pendapatan secara legal bagi laki-laki maupun perempuan. Pada prinsipnya sistem
ekonomi yang dijalankan Islam haruslah tetap berpegang pada moral dan etika
Islam. Pada masa al-Khulafa' ar-Rasyidun , sistem -ekonomi yang dijalankan
praktis tidak ada perbedaan yang mencolok, namun ada beberapa I-nodiﬁkasi .
sistem ekonomi berkelanjutan seperti pendirian institusi baitul mal pada masa
khalifah Umar bin Khattab yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal
negara Isla\m.ls)

Sumber-sumber pendapatan negara sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf ~

Qarc_iawi di antaranya adalah zakat yang merupakan pendapatan hasil pungutan

% hid.

9 | iha Adimarwan Azhar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Isiam, hlm. 19-28 dan
4347



dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dan untuk berbagai

kepentingan umum bagi agama maupun masyarakat.'”
E. Kerangka Teoretik

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan -
pemerataan distribusi peudapatm_l, b_ahka'n 1400 tahun yang lalu Islam telah
mengusahakan keséimbangan yang langgeng antara pendapatan dan pembelanjaan
guna mencapai sasaran keuﬁtungan sosial maksimum.®* Islam selalu menekankan
agar setiap orang mencari natkah- deﬂgan cara halal dan lIslam melarang

penumpukan kekayaan pada segelintir orang,

0 3l g J.L,uu oA Il u,lru Ol iy Sl e 1S O e il Ll
21) r,_n_g__,l.x,qra.ﬁ,s‘utdwQuﬁ‘ijb@mo},&_wﬂbaudﬁ

Dari ayat ini jelaslah bahwa orang yang menyalahgunakan kekayaan dan

merugikan\ masyarakat akan dihukum dengan hukuman yang pedih. Islam juga. .

tidak menyetujui monopoli sumber daya oleh segelintir orang yang mementingkan
' dirinya sendiri. Allah memerintahkan pada mereka yang kaya agar kekayaan tetap

beredar seperti di'nyatakan dalam firman Allah:

¥ yusuf Qardawi, Hukm Zalmr ‘alih bahasa, Salman Harun, cet. 5 (Bandung: Mizan,
1998}, hlm. 356-358.

2 Abdul Mannan, M. Abdul Mannan, Teori dur Prakiek Ekonomi Islam, alih bdha:a, M.
Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997}, him, 235.

21 AyTaubah 9): 34



s oSy plally A Gl Sy alls B e gy Lo 10T L
\wu we (S Ly o gl gl (S0 L i._i., sLtW ow W 0, Y & Jed!
22) uLu.H Juds A ol 3l 1 g7l
Manusia sebagai kllalif‘ail di bumi dalam konteksnya sebagai bagian sosial
masyarakat mengalafni interaksi S/ang cepat dengan lingkungan sosial maupun
alam. Perubahan sosial menjadi konsekwensi logis dari pola interaksi yang te:jadi.'
Dalam perspektif teori modemisasi, perubahan sosial adalah hasil dari inovasi
sebagai ékibat dari"pcngambi]ml “sikap-sikdp modem” di kalangan elitnya dan
kernudian diikuti oleh anggota masyarakat luas. Di sini modernitas dihadapkan
pada tradisi yang miencakup agama sebagai bagian dari padanya. Polaritas ini
. tampaknya aiperlukan agar bisa diperoleh ga:hbaran yang tegas dan dengan begitu
sikap yang jelas aralnya dapat pula diambil dalam proses perubahan sosial.*”
Paradigma _modernisési mi merasuk pada pemikiran ck;)nomi yang
meperkenalkan gagasan tentang pengar‘uh dan peranan “faktor-faktor mon-
ekonomi” dafam préées pembangunan ekonomi*¥’ Kerangka gagasan teori

~

modernisasi ini adalah . perubahan-perubahan sosial (non-ekonomi) yang

2 Al-Hasyr (59): 7.

B Polaritas modem-tradisional ini tampak kalau melihat rumusan nilai-nilai yang
dipertentangkan, seperii orientasi partikularis (tenkal pada kelompok orang-orang terfentu,
berdasarkan persamaan agama, suku atau ras) pada masyarakai lradisional, berhadapan dengan
sikap yang universalitas(melihat kesatuan kemanusiaan yang lebih luas). Dalam polaritas itu sikap
askriptif (melihat asal-usul darah dan keturunan), dilawankan dengan sikap yang menilai
seseorang berdasarkan prestasi (achievement). Lebih lengkap Lhat Dawam Rahardio,
Perekonomlan Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis, cel. 2, (Jakarla: LP3ES, 1994), him. 120-121.

# perbedaan yang jelas antara teori pembangunan ekonomi dengan teori modemnisasi
ekonomi adalah bahwa fakior-faktor ekonomi lebih diprioritaskan dalam teori pembangunan
ekonomi, sed-ngkan dalam teori modemisasi ekonomi lebih memprioritaskan fakior-fakior non-
ekonomi seperti perubahan sosial.
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diterapkan pada proses perkembangan ekonomi. Perubahan-perubahan sosial
dalam teori modernisasi mempunyai dua pengertian. Pertama, pengertian yang |
meletakkan perubahan-perubahan sosial sebagai prasyarat atau faktor yang
mempengaruhi perkembangan ekonomi. Kedua, pengertiéu yang meletakkan .
perubahan-perubahan sosial sebagai dampak atau kelanjutan dari perkembangan
ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tentang teori modernisasi
tidak menjadi dikotomi, karena pengertian yang berbeda tersebut dikarenakan
oleh adanya pemahaman dalam kurun waktu yang berbeda.

Teori modernisasi ini bersifat multidisiplin dan pembahasannya mencakup
berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan seterusnya.
Dengaﬂ batasan wilayah pembahasan yang luas tersebut, teori modernisasi
mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan sesuai dinamika sosial yang
memang menjadi porsi kerangka gagasan teori modernisasi.

Dalam masalah kebijakan fiskal yang kerangka kerjanya adalah sistem '
pemasukan dan pengeluaran suatu negara, maka negara yang memerankan sebagai
institusi publik melakukan kerangka kerja tersebut dengan melibatkan masyarakat
negara, dalam arti bahwa pemenuhan pemasukan diharapkan dapat dioptimalkan.‘
berasal dari masyarakat yang kemudian juga akan didistribusikan kembah kepada
mereka. Dengan demikian masalah sosial akan sangat mewarnai kebijakan-
kebijakan fiskal dalam suatu negara, karepa model-model peémasukan negara
seperti pajak atau dalam Islam terdapat zakat akan bersinggungan langsung

dengan masyarakat yang secara ekonomi belum merata.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Dalam |
penelitian pustaka, pengunpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan
penelusuran atas buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang
memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian
kebenaran dalam penelitian ini.
2. Sifat Pepelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun memaparkan
ketentvan Islam tentang pendapatan negara beserta pendistribusiannya dan
kebijakan fiskal yang terdapat di Indonesia yang kemudian dianalisa untuk
mengkorelasikan dengan ajaran Islam.
3. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan
sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui
referensi-referensi yang sesuai dengan obyek. Dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan suatu tehnik observasi terhadap literatur-literatur serta karya-karya
ilmiah lainnya yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penclitian ini.
Literatur yang diperlukan tersebut meliputi buku-buku yang membahas tentang
kebijakan fiskal secara wmum, pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia dan

buku-buku yang membahas tentang kebijakan fiskal dalam Islam.
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4. Pendekatan Masalah
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan :
normaftif yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, maka dalam
pendekatan ini mencoba memahami permasalahan kebijakan fiskal pada masa
awal Islam dan kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia dari kerangka ilmizh
dan paradigma yang mendasarinya.
5. Analisis Data
Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan
seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisa dari perspektif
ekonomi Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan
dianalisis melalui metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta
khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik pada
kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh .
pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang akan diteliti® Proses
apalisis ini  diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan
menginterpretasikan dengan metode di atas yang diharapkan mampu memberikan

kesimpulan yang memadai.

G. Sitematika Pembahasan
Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, pokok masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

%) Sutrisno Hadi, Methode Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.142.
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Bab kedua membahas tentang pelaksanaan kebijakan fiskal pada masa awal
Islam dan mengenai pendapatan negara dalam Islam. Hal ini penting diuraikan
sebagai alat untuk melihat berbagai kebijakan terutama penentuan kebijakan fiskal
yang ada di Indonesia dan pemungutan harta sebagat pendapatan negara.

Bab ketiga akan membahas tentang pelaksanaan kebijakan fiskal di
Indonesia yaitu mengenal pengertian kebijakan fiskal secara umum, tujuan
kebijakan fiskal, mekanisme kebijakan fiskal di Indonesia yang meliputi
kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran. Hal ini dimaksudkan untuk
melihat dasar-dasar kebijakan yang digunakan dalam penetapan kebijakan fiskal
di Indonesia. Serta memaparkan tentang instrumen-instrumen yang ada dalam
kebijakan fiskal Indonesia.

Bab keempat adalah analisis dari persoalan kebijakan fiskal di Indonesia
dalam perspektif ekonomi Islam. Terutama dibahas tentang kebijakan pendapatan
negara dan kebijakan belanja negara.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang

berkaitan dengan pembahasan-pembaliasan permasalahan di atas.



BABY

PENUTUP

A, Kesimpulan
Dari pembahasan skripsi ini, ada beberapa kesimpulan yang ingin
penyusun samapaikan :
1. Kebijakan Fiskal di Indonesia

a. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, mencoba
menerapkannya dalam berbagai bidang, termasuk ckonomi. Dalam
bidang ekonomi, kebijakan pendapatan dan belanja negara disesuaikan
dengan kemampuan ckonomi publik secara umum, sehingga dalam
proses selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberatkan
masyarakat.

b. Kebijakan fiskal di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pendapatan
dan penngeluaran. Pendapatan diperoleh dari pajak, non pajak,
bantuan dan atau pinjaman asing, dan zakat. Sedangkan pengeluaran
terdiri dari dua bidang, yaitu pengeluaran rutin (gaji pegawai,
pensiunan, dll) dan pengeluaran untuk kepentingan pembangunan
(pendidikan, pertanian, dil).

2. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam

a, Pada prinsipnya, semua kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara

negara adalah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, begitu

hainya dengan kebijakan fiskal yang sarat dengan partisipasi
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masyarakat di dalamnya, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip
kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Hasil dari pendapatan sebuah negara, harus didistribusikan pada jalur
distribusi yang sesuai dengan anggaran pengeluaran. Dari beberapa
sumber pendapatan yang ada, terdapat sumber yang unik yaitu zakat.

" Hal ini disebabkan karena zakat merupakan pendapatan yang
diperoleh dari masyarakat Islam dan didistribusikan untuk
kes¢jahteraan materian masyarakat, bukan yang lain. Hasil
pemungutan zakat tidak boleh dicampur dengan pendapatan yang lain.

c. Pendapatan negara akan sedikit menurun dengan adanya pembayaran
zakat oleh umat 1slam, namun hal ini tidak akan menyebabkan defisit
anggaran. Agar tidak mengalami defisit, perlu disiasati dengan
pengurangan anggaran kesejahteraan dalam anggaran umum (general |
budger), karena anggaran kesejahteraan dapat dipenuhi dari

pendapatan yang diperoleh dari pungutan zakat.

B. Saran-Saran
1. Islam sebagai institusi keagamaan dan mempunyai pemeluk yang besar
jumlahnya, terutama di Indonesia dan merupakan mayoritas, hendaknya
bisa merumnskan suatu sistem perekonomian secara komprehensip yang
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kemaslahatan,
sehingga umat Islam tidak lagi mengakomodasi sistem perekonomian lain

yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
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2. Sebaiknya umat Islam dapat menggalang kekuatan ekonomi untuk
kepentingan kemajuan Islam. Hal ini penting karena dalam kurun waktu
yang sudah lama, lslam senantiasa menjadi pasar bagi kepentingan asing
melalui sistem perekonomian kapitalis dan menghegexﬁdni potensi-potensi

ekonomi dalam kalangan Islar.
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Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu
peroleh  sebagat rampasan perang.  Maka
sesungpuhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
ibou sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan
kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami
( Muhammad) di hart I‘urqaan, vaitw dihar
bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu.

Hai orang-orang vyang beriman, sesungguhnya
scbagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan
rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta
orang dengan jalan yang batil dan mereka
menghalang- halangi { manusia) dari jalan Allah. Dan
Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menatkahkannyapada jalan Allah, maka
beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan
mendagpat siksa yang pedih.

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-
kota maka adalah untuk Allah, rasul, kaum kerabat,
anak-anak yatim,orang-orang miskin dan orang-orang
yang dalam perjalanan, supaya harta it jangan hanya
beredar di antara orang-orang kaya saja diantara
kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka |
Iicrimalah dia. Dan apa yang yang dilarang bagimu
maka tinggalkantah. Dan bertaqwalab kepada Allah.
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dan dirikaniah, tunaikaniah zakat dan ruku’lah
beserta crang-orang yang rufu’.

Awmbillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat i kanm membersibkan dan mensucikan
mercka, dan medo’alah untuk mercka. Scsunggubtmya
do’a kamu ity menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan
Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.
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Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu
peroleh  sebagai rampasan perang.  Maka
sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan
kepada apa yang kami tunmkan kepada hamba Kami
{ ™Muhammad) di hari Furqaan, yaitu dihati
bericmunya dua pasukan, Dan Allah Maha Kuasa
atas sepala sesuatu,

Orang- orang yang beriman dan berhijrah serta
berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan din
mereka, adalah lebih tinggi derajatmya di sisi Allah
dan itulal orang-orang yang mendapat kenterrangan.

Maka berikanlah kepada kerabatl yang terdekal akan
haknya, demikian ( pula) kepada fakir miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih
baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah
dan mereka ifulah orang-orang yang beruntung,

Dan sesuatu riba ( tambahan} yang kamu berikan
agar dia menambal: pada harta manusia, maka riba itu
tidak menambah pada sisi Ailah. Dan apa yang kamu
berikan berupa vakal yang kamu maksudkan untuk
mengapat keridhaan Allah, maka orang yang berbuat
demikian itulah orang-orang yang melipat gandakn
pahalanya.

Hai orang-orang yang berintan, sesungguhnya
sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan
rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta
orang dengan jalan  yang  baul dan  mercka
menghalang- halangi ( manusia) dan jalan Allah. Dan
Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menafkabkannyapada jalan Allah, maka |
beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan
mendapat siksa yang pedih.

Perangilah orang-orang yang yang tidak beriman
kepada Allah dan tidak pula kepada hati kemudian
dan wercka tidak mengharamkan apa yang (clah
dibaramkan oleh Rasul-Nya dan tidak beragama
dengan agama yang bepar ( agama Allah) yaitu
orang-orang yang diberikan Al katab kepada mereka,
sampal mereka membayar jizyah dengan patuh
sedang mereka dalam keadaan tunduk. ‘
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Menimbang ;

Mengingat :

. IDEN
T'REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk

beribadat menurut agamanya masing-masing;
b. bahwa penunalan zakat mcrupakan kewajiban umat
Istam Indonesia yang mampu

dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana
yang potensial bagi upaya

mewujudkan,kesejahteraan masyarakat;
¢. bahwa zakat merupakan pranata keagamaaan untuk
mewujudkan keadilan sosial

bagi seiuruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan
masyarakat yang kurang

marmpu;
d. bahwa upaya penyempumaan sistem pengelolaan zakat
periu terus ditingkatkan

agar pelaksanaan , zakat lebih, berhasit guna dan
berdaya guna serta

pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan,;
e. bahwa berdasarkan hal-hal.tersebut pada butir a, b, ¢,
dan d, periu dibentuk

Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

1. Pasal 5, ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal
34 Undang-Undang

Dasar 945;
2. Ketetapan Mejelis Permusyawaratan Rakyat Nomor
X/MPR/1998 tentang

Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka
Penyelamatan dan Normalisasi

Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tunbahan
Lembaran Negara Nomor 3400);

v



Menetapkan :

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3838);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Pengelolaan zakat adaiah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan
dan pendistribusian serta

pendayagunuan zakat
2. Zakat adalah harta yang waijib disisihkan oleh seorang
muslim atau badan yang

dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan
agama untuk diberikan

kepada yang berhak menerimanya;
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh
orang muslim yang

berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahig adalah orang atau badan yang, berhak
menerima zakat.
5. Agama adalah Agama Islam.
6. Menter adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya
~ meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan
mampu atau badan yang
dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan,
pembinaan, dan pelayanan
Kepada muzakki, mustahig, dan amil zakat,

BAB Il
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 4



Pengelolaan zakat berasaskan iman dan tagwa,
keterbukaan, dan kepastian
hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945,

Pasal 5

Pengelclaan zakat bertujuan :
1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam
menunaikan zakat sesuai dengan

tuntutan agama; .
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaa
dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sesial,
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB I
ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT
Pasal 6

(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang
dibentuk oleh

pemerintah.
(2) Pembentukan badan amil zakat :

a. nasional oleh Presiden atas usul Menten;

b. daerah propinsi cleh gubernur atas usul kepala kantor
wilayah departemen

agama propinsi;

c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau

wali kota atas usul
kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;

d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan
agama kecamatan.
{3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan
kerja yang bersifat

koordinatif, konsulatif, dan informatif.
(4) Pengurus badan amil zakat terdin atas unsur masyarakat
dan pemerintah yang

memenuhi persyaratan tertentu.
(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur
pertimbangan, unsur pengawas,

dan pelaksana.

Pasal 7

{1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh
pemerintah.
{2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi per-

syaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan lembaga amil zakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas
pokok mengumpulkan,
mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai
dengan ketentuan agama.
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Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan
lembaga amil zakat
bertanggung jawab zakat bertanggung jawab kepada
pemerintah sesuai dengan
tingkatnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan
tata kerja badan amil
zakat ditetapkan dengan Keputusan Menten.

Bab IV
PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 11

{1) Zakati terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
(2) Harta yang dikenai zakat adalah :
a. emas, perak dan uang
b. perdagangan dan perusahaan
¢. hasil pertanian, hasit perkebunan, dan hasil perikanan;
d. hasil pertambangah;
e. hasil peternakan;
f hasil pendapatan dan jasa;
g. rikaz.
(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan
waktunya diietapkan
berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amii zakat
dengan cara menenrma atau

mengambil dan muzakki atas dasar pemberitahuan
uzakki;
{2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank
dalam pengumpulan zakat

harta muzakki yang berada di bank atas permintaan
muzakki.

Pasal 13

jawab kepada pemerintah sesuai dengan selain zakat,
seperti infag, shadagah,
hibah, tingkatannya, wafat, waris, dan kafarat.

BAB IV
PENGUMPULAN ZAKAT
Pasal 11

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendin hartanya dan

kewajiban zakatnya
berdasarkan hukum agama.

Vi



(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan
kewajiban zakatnya

sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, muzakki dapat
meminta bantuan kepada

badan amii zakat atau badan amil zakat memberikan
bantuan kepada muzakki

untuk menghitungnya.
(3) Zakat yang telah dibayarkan kepgda badan ami! zakat
atau iembaga amil zakat

dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari
wajib pajak yang

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang—
undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan
amil zakat ditetapkan
dengan keputusan menteri.

BAB V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT
Pasal 16

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk musiahiq
sesuai dengan ketentuan

agama,
{2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan
skala prioritas kebutuhan

mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang
produkiif.
(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil
pengumpulan zakat sebagaimana

dimaksud daiam ayat (2) diatur dengan keputusan
menteri.

Pasai 17

Hasil penerimaan infaq, shadagah, hibah, wasiat, wans,
‘dan kafarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan
terutama untuk usaha yang
produkiif.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil
zakat dilakukabn oleh unsur

pengawas sebagaimana dimaksud dalam (3} Pasal 6 ayat
(5) '
(2) Pimpinan unsur pengawas dipilin langsung oleh anggota.
(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan
badan amil zakat.
{4) Dalam melakukan permeriksaan keuangan badan amil
zakat, unsur pengawas dapat

meminta bantuan akuntan publik.
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Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan
pelaksanaan tugasnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan
badan amil zakat dan
Lembaga amil zakat.

BAB VI
SANKSI
Pasal 21

{1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalainnya tidak
mencatat atau mencatat

dengan tidak benar harta zakat, infag, shadagah, hibah,
wasiat, waris, dan

kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12,
dan Pasal 13 dalam

undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan
selama-lamanya tiga bulan

dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00
(tiga puluh juta rupiah).
(2} Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1} di atas
meruPakan pelanggaran.
{3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga
amil zakat yang

melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai
dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIl
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri,
pengumpulan
zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada
perwakilan Republik indonesia,
yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat
Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas baclan amil zakat
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya
cperasional badan amil zakat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang . mengatur
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pengelolaan zakat

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum digant

dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-
undang ini.
(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya
undang-undang ini,

setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib
menyesuaikan

menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUR
Pasal 25

Undang-undang ini mulai beriaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Undang-undang ini
Dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggai 23 September 1889

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

tid.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MULADI



Lampiran: TV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nuryl Aini Musyarofah
Tempat/tanggal Lahir : Surakarta, 14 Desember 1977
Alamat Asal : Pagelaran Ri. 01 Rw. X1 No. 06 Kartasura, 57167
Riwayat Pendidikan
1. SDN Pucangan T Kartasura hulus tahun 1990
2. sMP Al Islam I Surakarta lulus tahun 1993
3. SMA Al islam | Surakarta lulns tahun 1996

4. Fakultas Syari’ali JAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk

tahun 1997

Orang Tua
Ayah - H. Mugito Munief
i Pekerjaan : Pensiunan PNS/ Wiraswasta
Thu : Siti Marliyah
Pekenaan : Wiraswasta



	COVER
	ABSTRAK
	HALAMAN NOTA DINAS I
	HALAMAN NOTA DINAS II
	HALAMAN PENGESAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran- saran

	DAFTAR PUSTAKA



